
Menimbang 

BUPATI GOWA 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI GOWA 
NOMOR 33 TAHUN 2022 

TENT ANG 

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR 
DALAM RANG KA PENANGANAN MASYARAKAT TERDAMPAK BENCANA ALAM 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GOWA, 

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/8479/SJ tanggal 28 November 
2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka penanganan 
masyarakat dampak bencana alam ; 

b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam huruf D Teknis Penyusunan APBD angka I 
huruf ad nomor 3 Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat 
dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada 
pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas 
pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum 
perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika 
pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran; 



Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa. 

1 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 



Menetapkan : 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesi Nomor 1781); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor926); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 
Nomor 02); 

11 .  Peraturan Bupati Gowa Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 (Serita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 
Nomor29) 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN SUPATI GOWA TENTANG PEMBERIAN SANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH 
KABUPATEN CIANJUR DALAM RANG KA PENANGANAN MASYARAKAT TERDAMPAK SENCANA ALAM TAHUN 
ANGGARAN 2022 

Pasal 1 

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam rangka penanganan masyarakat 
terdampak bencana alam Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atau Laporan Realisasi 
Anggaran Tahun 2022. 
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, ·  .. \ Pasal 2 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa. 

= 

Diundangkan di Sungguminasa pada tanggal 2 Dg"••••r 2e22 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA, 
"= en�, 

KAM SINA 
BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 33 

BUPATI GOWA, 
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TANGGAL 
BELANJA 

: P£RATURAN BUPATI GOWA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DALAM RANGKA PENANGANAN MASYARAKATTERDAMPAK BENCANA ALAM 
TAHUN ANGGARAN 2022 
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- Belanja Tldak Terduga dalam Rangka Kegiatan Mendesak, Tanggap 2.261.495.389 2.161. -100.000.000 
DaruratdanKeniatanvcinntidakdirencanakan 

5.4.02,02 

5.4.02,02,02 

5.4.02,02,02,0001 

BELANJA TRANSFER 
BELANJA BANTUAN KEUANGAN 
BELANJA BANTUAN KEUANGAN ANTAR DAERAH 

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH 

- Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur Dalam 
Rangka Penanganan Masyarakat terdampak Bencana Alam 

100,000.000 100.000.DOO 
100.000.000 100.000.000 

BUPATIGOWA. 
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